Mendikdasmen: Istilah Libur
Sekolah Selama Ramadhan 2025
Tidak Ada, Berikut
Penjelasannya !
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Mendikdasmen: Istilah Libur Sekolah Selama
Ramadhan 2025 Tidak Ada, Berikut Penjelasannya !

Prolite — Istilah libur sekolah selama bulan Ramadhan 2025
tidak ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)
Abdul Mu’ti beri penjelasan.

Jika sebelumnya pada era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus
Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat
Ramadhan.

Namun untuk Ramadhan tahun 2025 kali bukan istilah libur
selama namun menggunakan 1istilah pembelajaran di bulan
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Ramadhan.

Pemerintah hingga kini masih Menyusun secara matang oleh
sejumlah menteri perihal jadwal sekolah selama bulan Ramadhan.

=]
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’'ti
(Tribunnews).

“Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan,
(adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan. Kata kuncinya bukan
libur Ramadhan tapi pembelajaran di bulan Ramadhan,” kata
Mu’'ti di Kompleks Istana Kperesidenan, Jakarta, di kutip dari
Kompas.

Adapun beberapa enteri yang mematangkan program pembelajaran
selama Ramadhan mereka adalah Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri
Agama (Menag) Nasaruddin Umar, hingga Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian.

“Kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian.
Sudah ada kesepakatan bersama,” ucapnya.

Sementara terkait mekanisme pembelajaran saat bulan Ramadhan,
ia meminta semua pihak menunggu terbitnya surat edaran (SE).

Sebelumnya diberitakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan
2025 diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i.

Sejauh 1ini, ada tiga usulan mengemuka yang dipertimbangkan
pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun
ini.

Pertama, 1libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan
keagamaan. Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur
beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri.

“Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa,” kata Abdul
Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
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Ledia Hanifa: PP No. 28 Tahun 2024
Seperti Menormalisasi “Zina” di Kalangan

Pelajar

BANDUNG, Prolite - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa
Amaliah menyebut mengerikan dan meminta agar pemerintah
mencabut PP No. 28 tahun 2024 terkait menyediakan alat

kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.

Dikhawatirkan pengesahan PP No. 28 tahun 2024 tentang
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kesehatan itu, membuat pelajar dan remaja menormalisasi
perbuatan zina.

Karena itu kata Ledia, pemerintah harus mencabut PP no. 28
tahun 2024 ini.

“Kita mendesak pemerintah dalam tempo sesingkat — singkatnya
mencabut PP no 28 tahun 2024,” tegasnya lantang.

Jelas Ledia, PP tersebut merupakan turunan undang — undang
kesehatan pasal 103 yang menyebutkan tentang upaya kesehatan
sistem reproduksi di usia sekolah dan remaja.

“Ini bikin deg-degan dan gemes, kenapa sih mesti difokuskan di
usia tersebut. Kita tahu itu secara seksual sudah dalam proses
sexually active yang mereka punya ketertarikan sudah mulai
mendapatkan informasi-informasi,” jelas Ledia kepada redaksi,
Kamis (8/8/2024).

Sebetulnya, lanjut dia, pembelajaran seksual itu bisa diatasi,
dikomunikasikan yang baik dengan orang tua, guru pembimbing,
konseling di sekolah dan orang-orang dewasa yang bisa
dipercaya.

Dalam PP pasal 103 ayat 1 itu disebutkan bahwa upaya kesehatan
sistem reproduksi usai sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud
pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa komunikasi,
informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

“Diperjelas ayat 4 huruf e disebutkan bahwa pelayanan
kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi deteksi penyakit atau skrining, pengobatan,
rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi,”
ujarnya.

“Lantas kemudian, saya jadi berpikir anak sekolah disediakan
alat kontrasepsi apa namanya? Mau disuruh zina? Kan gak
begitu,” ucapnya lagi.

Masih kata politisi perempuan partai PKS ini, pendidikan itu



harusnya membuat para siswanya beriman dan bertagwa sesuai
konstitusi di wundang-undang tentang sistem pendidikan
nasional.

Pasal 3 kata dia menyebutkan tujuan pendidikan nasional juga
beriman dan bertaqwa.

“Kita menyuruh anak-anak untuk beriman dan bertaqwa tapi
menyediakan fasilitas melanggar ketentuan yang maha kuasa, apa
namanya, mengerikan,” gerutunya.

Ledia mengimbau para orang tua dan semua pihak terkait lebih
melindungi anak-anaknya.

“Mari kita lindungi anak-anak kita dari kelalaian pemerintah
dalam membuat peraturan dan regulasi sehingga menyebabkan
anak-anak rusak. Sekarang juga pemerintah harus mencabut PP
tersebut. Selamatkan anak kita selamatkan anak-anak
Indonesia,” tutupnya.



